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b. Saldo Anggaran L€bih sebagai
Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan sebesar
Rp143.966.330.873.O78,O0 (seratus empat puluh tiga
triliun sembilan ratus enam puluh enam miliar tiga
ratus tiga puluh juta delapan ratus tujuh puluh tiga
ribu tujuh puluh delapan rupiah);
Sisa Iebih Pembiayaan Anggaran Tahun Anggaran
2O2l sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e
sebesar Rp96.658.876.443.878,O0 (sembilan puluh
enam triliun enam ratus lima puluh delapan miliar
delapan ratus tujuh puluh enam juta empat ratus
empat puluh tiga ribu delapan ratus tqiuh puluh
delapan rupiah);
berdasarkan Saldo Anggaran Lebih Awal Tahun
Anggaran 2O2l sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
Penggunaan Saldo Anggaran L€bih sebagai
Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan sebagaimana
dimaksud dalam huruf b, dan Sisa kbih Pembiayaan
Anggaran Tahun Anggaran 2O2l sebagaimana
dimaksud dalam huruf c, terdapat Saldo Anggaran
L€bih Sebelum Penyesuaian sebesar
Rp340.81 1.626.901.926,00 (tiga ratus empat puluh
triliun delapan ratus sebelas miliar enam ratus dua
puluh enam juta sembilan ratus satu ribu sembilan
ratus dua puluh enam rupiah);
penyesuaian Saldo Anggaran kbih Tahun Anggaran
2O2l sebesar minus Rp3.O32.620.O83.58O,O0 (tiga
triliun tiga puluh dua miliar enam ratus dua puluh
juta delapan puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh
rupiah);

Saldo Anggaran Lebih Sebelum
dimaksud dalam huruf d

dan Saldo Anggaran Lebih Tahun
Anggaran 2O2l sebagaimana dimaksud dalam huruf e,
terdapat Saldo Anggaran kbih Akhir Tahun Anggaran
2O2l sebesar Rp337.779.006.818.346,O0 (tiga ratus
tiga puluh tqiuh triliun tujuh ratus tqiuh puluh
sembilan miliar enam juta delapan ratus delapan belas
ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah).

c.

d.

e

f.

Pasal 5..,
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Pasal 5

Neraca per 31 Desember 2O2l sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (l) huruf c memberikan informasi
keuangan sebagai berikut:
a. jumlah Aset sebesar RpI1.454.670.815.794.452,00

(sebelas kuadriliun empat ratus lima puluh empat
triliun enam ratus tujuh puluh miliar delapan ratus
lima belas juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu
empat ratus lima puluh dua rupiah);

b. jumlah Kewajiban sebesar
Rp7.538.325.636.4 l4.O2l,OO (tujuh kuadriliun lima
ratus tiga puluh delapan triliun tiga ratus dua puluh
lima miliar enam ratus tiga puluh enam juta empat
ratus empat belas ribu dua puluh satu rupiah);

c. jumlah Ekuitas sebesar Rp3.916.345.179.380.431,OO
(tiga kuadriliun sembilan ratus enam belas triliun tiga
ratus empat puluh lima miliar seratus tujuh puluh
sembilan juta tiga ratus delapan puluh ribu empa.t
ratus tiga puluh satu rupiah).

Pasal 6

Laporan Operasional Tahun Anggaran 2O2l sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (l) huruf d memberikan
informasi keuangan sebagai berikut:

sebesar
Rp2.234.253.7 43.472.9O2,OO (dua dua
ratus tiga puluh empat triliun dua ratus lima puluh
tiga miliar tujuh ratus empat puluh tiga juta empat
ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus dua
rupiah);

b. Beban Operasional sebesar
Rp2.957.415.775.640.839,00 (dua kuadriliun
sembilan ratus lima puluh tujuh triliun empat ratus
lima belas miliar tujuh ratus tujuh puluh lima juta
enam ratus empat puluh ribu delapan ratus tiga puluh
sembilan rupiah);

a. Pendapatan
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berdasarkan Pendapatan
dimaksud dalam huruf a dan Beban Operasional
sebagaimana dimaksud dalam huruf b, terdapat Defisit
dari Kegiatan Operasional sebesar
Rp723.162.O32.167.937,OO (tujuh ratus dua puluh
tiga triliun seratus enam puluh dua miliar tiga puluh
dua juta seratus enam puluh tu.iuh ribu sembilan
ratus tiga puluh tqiuh rupiah);

Surplus dari Kegiatan Non Operasional sebesar
Rp65.925.097.066.115,00 (enam puluh lima triliun
sembilan ratus dua puluh lima miliar sembilan puluh
tujuh juta enam puluh enam ribu seratus lima belas
rupiah);
tidak terdapat Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa;
berdasarkan Defisit dari Kegiatan

dimaksud dalam huruf c, Surplus dari
Kegiatan Non dimaksud
dalam huruf d, dan Surplus/Defisit dari Pos Luar
Biasa sebagaimana dimaksud dalam huruf e, terdapat
Defisit Laporan Operasional Tahun Anggaran 2O2l
sebesar Rp657.236.935. l0 1.822,00 (enam ratus lima
puluh tqiuh triliun dua ratus tiga puluh enam miliar
sembilan ratus tiga puluh lima juta seratus satu ribu
delapan ratus dua puluh dua rupiah).

Pasal 7

Laporan Arus Kas Tahun Anggaran 2O2l sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (l) huruf e memberikan
informasi keuangan sebagai berikut:

a. jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi sebesar
minus Rp535.924.76O.649.717,OO (lima ratus tiga
puluh lima triliun sembilan ratus dua puluh empat
miliar tujuh ratus enam puluh juta enam ratus empat
puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh belas rupiah);

d

e
f.

b. jumlah.. .
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b. jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi

sebesar minus Rp383 .858.647 .637.838,00 (tiga ratus
delapan puluh tiga triliun delapan ratus lima puluh
delapan miliar enam ratus empat puluh tu-iuh juta
enam ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus tiga
puluh delapan rupiah);

c. jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan
sebesar Rp I . O I 6.442. 284.7 3 l. 433,OO (satu kuadriliun
enam belas triliun empat ratus empat puluh dua miliar
dua ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus tiga
puluh satu ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah);

d. jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris
sebesar Rp39.284.569.942.339,00 (tiga puluh
sembilan triliun dua ratus delapan puluh empat miliar
lima ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus
empat puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh sembilan
rupiah).

Pasal 8

[.aporan Perubahan Ekuitas Tahun Anggaran 2O2l
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f
memberikan informasi keuangan sebagai berikut:

a. Ekuitas Awal Tahun Anggaran 2O2l sebesar
Rp4.473.198.498.758.48O,O0 (empat kuadritiun
empat ratus tujuh puluh tiga triliun seratus sembilan
puluh delapan miliar empat ratus sembilan puluh
delapan juta tqiuh ratus lima puluh delapan ribu
empat ratus delapan puluh rupiah);

b. Defisit Laporan Operasional Tahun Anggaran 2O2l
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f sebesar
Rp657.236.935.101.822,00 (enam ratus lima puluh
tqluh triliun dua ratus tiga puluh enam miliar
sembilan ratus tiga puluh lima juta seratus satu ribu
delapan ratus dua puluh dua rupiah);
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c Koreksi-koreksi
Menambah/Mengurangi

Langsung
Ekuitas sebesar

yang

Rpl 0O.023.789.648. 1 8 l,OO (seratus triliun dua puluh
tiga miliar tqiuh ratus delapan puluh sembilan juta
enam ratus empat puluh delapan ribu seratus delapan
puluh satu rupiah);

d. Transaksi Antar Entitas sebesar
Rp359.826.075.592,O0 (tiga ratus lima puluh sembilan
miliar delapan ratus dua puluh enam juta tujuh puluh
lima ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah);

e. berdasarkan:

l. Ekuitas Awal Tahun Anggaran 2O2l sebagaimana
dimaksud dalam huruf a;

2. Defisit Laporan Operasional Tahun Anggaran
2021 sebagaimana dimaksud dalam huruf b;

3. Koreksi-koreksi yang Langsung
Menambah/Mengurangi Ekuitas se
dimaksud dalam huruf c; dan

Transaksi Antar Entitas sebagaimana dimaksud
dalam huruf d, terdapat Ekuitas Akhir Tahun
Anggaran 2O2l sebesar
Rp3.916.345.179.380.431,00 (tiga kuadriliun
sembilan ratus enam belas triliun tiga ratus
empat puluh lima miliar seratus tujuh puluh
sembilan juta tiga ratus delapan puluh ribu empat
ratus tiga puluh satu rupiah).

Pasal 9

Catatan atas Iaporan Keuangan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (l) huruf g meliputi penjelasan atau
daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang
disajikan dalam:

4

l. Laporan . . .
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I Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara;
Laporan Perubahan Saldo Anggaran kbih;
Neraca;

laporan
l.aporan Arus Kas; dan
Laporan Perubahan Ekuitas.

Pasal lO

Saldo Anggaran Lebih dapat digunakan dalam hal realisasi
anggaran pengeluaran melebihi realisasi anggaran
penerimaan tahun anggaran berjalan, dan/atau terdaPat
pengembalian pendapatan tahun-tahun yang lalu.

Pasal I I

laporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2, telah diperiksa oleh Badan
Pemeriksa Keuangan dengan opini Wajar Tanpa

Pasal 12

Pemerintah menindaklanjuti rekomendasi Badan
Pemeriksa Keuangan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan
dan rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat secara efektif
dan komprehensif sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 13

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal

2.
3.

4.
5.
6.
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Agar setiap

penempatannya
Indonesia.

Negara

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 4 Oktober 2022

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Oktober 2022

MENTERI SEKRETARIS NEGARA
LIK INDONESIA,

ttd.

PRATIKNO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR I94

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

REPUBLIK INDONESIA
Plh. Deputi Bidang Perundang-undangan dan

Administrasi Hukum

orang mengetahuinya,
Undang-Undang

dalam lrmbaran

memerintahkan
ini dengan

ttd
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Agar setiaP oranS tahkan
ini dengan

Negara RePublik
Undang-Undang

dalam Lembaranpenempatannya
Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 4 Oktobet 2022

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA'

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Oktob.r 2022

MENTERI SEKREf,ARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR I94

Salinan sesuai dengan aslinYa
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

Plh. Deputi Bidang Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum

Budi Setiawati
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ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 26TAHUN 2022

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN

DAN BEI.,ANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2O2I

I. UMUM

Untuk mendukung tata kelola yang baik dalam
negara, pengelolaan keuangan negara perlu

secara terbuka dan jawab sesuai dengan
aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik lndonesia Tahun 1945. Sesuai dengan amanat Pasal 23E Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2O2O tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2021, dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2O2O tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor I Tahun
2O2O tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan
untuk Pandemi Corona Virus Disease 2Ol9 (COVID-I9)
dan/atau dalam rangka MenghadaPi Ancaman yang Membahayakan

bilitas Sistem Keuangan menjadiPerekonomian Nasional dan/atau Sta
Undang-Undang, Pemerintah men1rusun pertanggungiawaban atas

Anggaran dan Belanja Tahun Anggaran 2021,
berupa Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2O21.

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, atas
pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2021, Pemerintah Pusat menyusun dan
menyajikan laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi
Pemerintahan berbasis akrual. laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun
2O2l terdiri dari: (i) Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara, (ii) taporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, (iii) Neraca,
(iv) laporan Operasional, (v) Laporan Arus Kas, (vi) Laporan Perubahan
Ekuitas, dan (vii) Catatan atas Laporan Keuangan.

l,aporan . . .
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